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LAPORAN PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION 1 

PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP PROVINSI ACEH 

 

 

a. PELAKSANAAN KEGIATAN 

Nama Provinsi  : Aceh 

Nama Kegiatan : Focus Group Discussion 1 

Hari, Tanggal  : Selasa, 12 September 2023 

Tempat  : Station coffee, di Banda Aceh 

Pembuka Acara : Muhammad Adam, ST. M.T. 

Jml Peserta Undangan : 19 peserta 

Jml Peserta Hadir : 25 peserta 

Agenda Rapat : Pembahasan Pendahuluan Laporan Kegiatan 

Penyusunan Dokumen RP3KP. 

 

 

a.  HASIL PEMBAHASAN 

1. Sesi 1 – Pembukaan dan Pengantar Acara 

Kata Sambutan sekaligus membuka acara oleh Kepala Dinas Perumahan 

Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh, Bapak Muhammad Adam, ST. 

MM. menyampaikan Dinas Perkim Aceh menargetkan pencapaian 

membantu rumah layak huni 30.000 unit rumah, namun baru dapat 

direalisasikan sekitar 17.000 unit rumah. Pencapaian target bidang PKP 

terutama bidang perumahan belum terpenuhi dan untuk kedepannya lebih 

diperlukan adanya suatu dokumen perencanaan yang dapat memayungi 

kegiatan perumahan dan kawasan permukiman. Untuk maksud tersebut tadi 

diperlukan suatu dokumen yang berisi grand strategi dan dokumen ini 

bernama Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (RP3KP) Aceh. Penyusunan dokumen ini merupakan 

amanat Undang-undang dan arahan dati pemerintah pusat melalui PP 

No.88/2014 



 

2. Sesi 2 – Paparan FGD 1  

Hasil Pembahasan adalah sebagai berikut: 

a. FGD 1 ini diharapkan tercapai: 

 Tersampaikannya Informasi Pelaksanaan Penyusunan RP3KP 

Provinsi Aceh 

 Pengumpulan Isu Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 

dan Kawasan Permukiman 

 Penyampaian Kebutuhan Data dan Masukan atas Data dan 

Informasi yang dibutuhkan 

b. Dokumen RP3KP merupakan basis perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan yang khusus merencanakan dan membangun dalam 

perumahan dan kawasan permukiman. Hal-hal yang belum diatur dalam 

Rencana Tata Ruang (RTRW) akan diatur dalam dokumen RP3KP. 

Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan dokumen perencanaan 

umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) 

yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah 

administratif.  

c. Dokumen RP3KP merupakan. 

 Skenario pembangunan “Grand Desain” perumahan dan kawasan 

permukiman di daerah. 

 Refleksi akomodasi terhadap aspek masyarakat dalam 

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak 

huni. 

 Acuan bagi seluruh pelaku (stakeholder) pembangunan perumahan 

dan kawasan permukiman dalam menyusun dan menjabarkan 

kegiatannya masing-masing. 

d. Dasar hukum penyusunan dokumen RP3KP adalah: 

 UU No.1/2011 Tentang Perumahan Kawasan Permukiman, Pasal 14 

dan 15: Kewajiban Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk 

menyusun RP3KP. 



 UU No.23/2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 11 dan 12: 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi urusan wajib 

Pemerintah 

 PP No.88/2014 Tentang Pembinaan Perumahan Kawasan 

Permukiman, Pasal 4: RP3KP merupakan Dokumen Perencanaan 

PKP. 

 Permenpera 12/2014 Tentang Pedoman Penyusunan RP3KP: 

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan 

Perumahan Kawasan Permukiman. 

 Surat Edaran No.06/SE/Dr/2022 Tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan RP3KP: Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan 

Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman. 

 RP3KP harus dapat menjawab: Backlog perumahan, RTLH (rumah 

tidak layak huni), Slum dan Squatter, PSU (prasarana dan sarana 

umum), Pembiayaan dan Kebutuhan  Tanah 

 

3. Sesi 3 – Diskusi Panel 

a. Ibu Dina Feriana, ST. M.Eng.Sc, Sekretaris Dinas Perkim: 

 Pokja PKP kedepan merupakan pokja yang terintegrasi antara 

bidang perumahan dan sanitasi. Kegiatan penggabungan ini telah 

diinisiasi dari tahun 2022 dan terealisasi di tahun 2023 ini. 

 Isu-isu yang berkembang mengenai PKP ini yang dapat menjadi 

bahan pada penyusunan dokumen ini antara lain: 

 Kebutuhan PSU, air bersih dan sanitasi di areal permukiman 

 Pemerintah akan membangun PAM regional 

 Memperhatikan kriteria stunting dan kemiskinan ekstrim 

 Memperhatikan infrastruktur pada daerah permukiman  

b. Faisal, ST. MT, Kepala BaP2P S1  

 RP3KP terdiri dari RP3 dan KP 

 Data kemiskinan ekstrim dan sumber data lainnya harius bersumber 

dari lembaga resmi yang diakui. 



 Akibat dari perkawinan akan menumbuhkan kebutuhan rumah baru, 

sehingga secara linier akan menambah jumlah backlog. 

 Tidak semua rumah memiliki IMB/PBG, sehingga jumlah real rumah 

dari perijinan tidak bisa didapat. Untuk kedepannya dokumen RP3KP 

ini dapat merekomendasikan kepemilikan ijim IMB/PBG bagi setiap 

unit rumah yang baru.. 

c. Marlina, DPD Apersi; Kebutuhan dan permintaan unit rumah tinggi, 

namun demikian daya beli/kemampuan keuangan masyaraka masih 

relatif rendah, untuk itu diharapkan peran/insentif dari perbankan sangat 

di butuhkan. 

Selanjutnya ada lahan yang dulunya termasiuk dalam kategori lahan 

produktif, namun dalam beberapa kurun waktu (tahun) belakang, tanah 

itu sudah tidak produktif lagi. Lahan yang seperti ini masih belum dapat 

dilakukan pembangunan perumahan dan permukiman, karena harus 

menunggu revisi peralihan status tanah tersebut di dalam RTRW revisi. 

Kami selaku pengembang mengharapkan pengalihan fungsi lahan ini 

dapat diproses sebelum adanya revisi RTRW. 

d. Muhammad Adam, ST. MM, Kadis Perkim Aceh. 

 Masalah tata ruang, perlu juga disikapi/dilihat dari segi politis, seperti 

perebutan pulau antara provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Demikian 

juga daerah perbatasan yang strategis lainnya, seperti Aceh 

Tamiang. 

 Dalam penyusun dokumen RP3KP harus mendapat masukan dari 

dokumen RTRW dan RDTR.kabupaten/kota 

 Dinas PUPR selaku pemangku kegiatan RTRW diharapkan dapat 

membagi materi teknis, pola ruang dan struktur ruang bagi 

penyusunan dokumen ini. 

 Pada RTRW perlu ditambah pasal yang dapat mengakomodi kondisi 

yang belum fix/belum ada titik temu (holding zone) 

 Akan ada sedikit/banyak perbedaan dari dokumen perencanaan 

yang elah ada dengan kondisi eksisting lapangan dan ini harus 

disikapi dengan baik. 



 BPS secara konstitusi memiliki kewenangan dalam menyampaikan 

data statistik. 

e. Syafrina, Bidang PLP Dinas Perkim Aceh 

 RP3KP Provinsi harus menggambarkan karakteristik daerah/tipologi 

permukiman 

 Lahan produktif harus tetap dipertahankan untuk ketahanan pangan. 

 Harus mensinkronkan antara perumahan, PSU dan sanitasi, 

sehingga sumber air bersih dapat terus terjaga dan limbah rumah 

tangga dapat terlayani. 

 Perlu adanya permodelan rumah sehat dan sanitasi yang baik 

f. Boy, Kasie Wilayah 2 BP2P S1. 

 Perlu adanya kesepatakan sumber data yang akan digunakan  

 Provinsi Aceh juga perlu mengeluarkan SK kumuh. 

g. Irfandi, Konsultan Individu BP2P S1 

 Dokumen RP3KP memfokuskan pada bidang perumahan dan 

kawasan permukiman 

 Perlu untuk mendapatkan data spasial dari RTRW Provinsi 

 Legalisasi RP3KP ini harus menunggu legalitas dari RTRW Provinsi. 

 Pokja PKP perlu memastikan sumber data yang akan digunakan di 

dalam dokumen RP3KP, apakah dari BPS, P3KE, BKKBN, 

Disdukcapil atau yang lainnya 

 Data primer dan sekunder harus disepakati dengan Pokja PKP. 

Untuk data rumah dapat diambil dati data kabupaten/kota. 

 Untuk peralihan lahan produktif, para pengambil kebijakan dapat 

mengacu pada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 Tentang.Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 

 Menjaga keterpaduan antara perumahan dan PSU nya. 

h. Ardila, PUPR Aceh 

 RTRW dapat direvisi setiap 5 tahun sekali 

 Perlu mendapatkan data dari DLHK dan Dinas Pertanahan, sehingga 

jelas data kawasan terbuka hijau dan kawasan budaya (dimana 

permukiman masuk didalamnya) 

i. Agus, Kepala Bidang Perkim Aceh 



 RP3KP provinsi ini nantinya harus dapat memotivasi penyusunan 

RP3KP kabupaten/kota yang belum 

 Dokumen harus fokus ke perumahandankawasanpermukiman 
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No.  Kabupaten/Kota 
 AnggaranTh. 

2022
Metode Pelaksana Output Kegiatan

1  Aceh Barat Daya 150.000.000 Swakelola Dinas Perkim-LH Menyusun Buku Profil, Buku Data dan Analisis dan Buku Rencana

2  Gayo Lues 250.000.000 Swakelola Dinas PUPR Menyusun Buku Pendahuluan, Buku Data dan Analisis 

3  Lhoksemauwe 200.000.000 Kontraktual Dinas PUPR Menyusun Buku Pendahuluan, Buku Data dan Analisis 

4  Sabang 100.000.000 Swakelola Dinas PUPR Menyusun Buku Profil

5  Bireuen 200.000.000 Swakelola Dinas Perkim Menyusun Buku Profil, Buku Data dan Analisis dan Buku Rencana

6  Langsa 100.000.000 Kontraktual Dinas PUPR Menyusun Buku Profil, Buku Data dan Analisis dan Buku Rencana

7  Aceh Tengah 50.000.000 Swakelola Dinas Perkim Menyusun Buku Profil 

8  Aceh Tenggara 50.000.000 Kontraktual Dinas Perkim-Tan Menyusun Buku Profil 

9  Nagan Raya 300.000.000 Kontraktual Dinas Perkim Menyusun Buku Profil, Buku Data dan Analisis dan Buku Rencana

10  Subulussalam 200.000.000 Swakelola Bappeda Menyusun Buku Profil, Buku Data dan Analisis dan Buku Rencana

11  Simeulue 200.000.000 Swakelola Dinas PUPR Menyusun Buku Profil dan Buku Analisis

12  Bener Meriah  Belum 

13  Aceh Besar  Belum 

14  Pidie       350.000.000,00 Kontraktual Dinas Perkim Tahun 2023

15  Pidie Jaya  Belum 

16  Aceh Utara  Belum 

17  Aceh Timur  Belum 

18  Aceh Tamiang  Belum 

19  Aceh Barat       530.000.000,00 Kontraktual Dinas Perkim Tahun 2023

20  Aceh Jaya       100.000.000,00 Kontraktual Bappeda Tahun 2022 penunjukan langsung

21  Aceh Selatan  Belum 

22  Aceh Singkil  Belum 

23  Banda Aceh Sudah Dokumen Sudah Tersusun Tahun 2021

 Total         2.780.000.000 

PROGRESS RP3KP KABUPATEN/KOTA
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LAPORAN PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION 1 

PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP PROVINSI ACEH 

 

 

a. PELAKSANAAN KEGIATAN 

Nama Provinsi  : Aceh 

Nama Kegiatan : Focus Group Discussion 2 

Hari, Tanggal  : Kamis, 2 November 2023 

Tempat  :Ruang Rapat Dinas Perkim Aceh, di Banda Aceh 

Pembuka Acara : Lutfi, ST. M.T. 

Jml Peserta Undangan : 21 peserta 

Jml Peserta Hadir : 25 peserta 

Agenda Rapat : Pembahasan dan Analisa Data serta perumusan isu 

dan pemasalah Penyusunan Dokumen RP3KP. 

 

 

a.  HASIL PEMBAHASAN 

1. Sesi 1 – Pembukaan dan Pengantar Acara 

Kata Sambutan sekaligus membuka acara oleh Kasi Penyediaan dan 

Pelaksanaan Perumahan, Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat 

Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, Bapak Lutfi, ST. MT. 

menyampaikan bahwa sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, yang didalamnya menyatakan: urusan perumahan 

rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib 

berkaitan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

Untuk menindaklanjuti hal ini, Pemerintah Aceh pada tahun anggaran 2023 

melakukan penyusunan dokumen RP3KP Aceh, sebagai suatu dokumen 

perencanaan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Untuk lebih 

menyempurnakan dokumen ini maka, perlu masukan dari semua 

stakeholder yang hadir pada acara Focus Group Discussion 2 ini.   

 



2. Sesi 2 – Paparan FGD 2  

Hasil Pembahasan adalah sebagai berikut: 

a. FGD 2 ini diharapkan tercapai: 

 Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan 

dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan 

kesejahteraan rakyat. 

 Dokumen RP3KP merupakan hasil perencanaan yang mengacu 

pada kondisi daerah, disepakati oleh berbagai stakeholder terkait 

agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan 

pengembangan kawasan perumahan dan kawasan permukiman 

 Penyelarasan Instrumen penyelenggaraan pembangunan dan 

permukiman yang merujuk kepada Permen Perumahan Rakyat 

Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan P3KP Daerah 

dan telah diperbaharui melalui SE Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2022 

b. Maksud dari penyusunan dokumen RP3KP Pelaksanaan Kegiatan 

Penyusunan Dokumen Rencana RP3KP dimaksudkan untuk membantu 

Pemerintah Provinsi Aceh dalam menyiapkan dokumen rencana 

penanganan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) sebagai 

pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perumahan dan 

kawasan permukiman..  

c. Tujuan penyusunan dokumen RP3KP merupakan. 

 Terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan 

Pemerintah Provinsi Aceh dalam penyusunan dokumen RP3KP; 

 Terwujudnya interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam proses 

Penyusunan Dokumen RP3KP Aceh melalui pendekatan partisipatif 

melalui forum PKP; 

 Tersedianya instrumen penanganan persoalan pembangunan yang 

bersifat operasional pada kawasan permukiman prioritas yang dapat 

diacu oleh seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Aceh; 

 Tersedianya basis data perumahan; 



 Teridentifikasinya masalah perumahan (eksisting dan prediksi) serta 

terindikasinya perkiraan arah perkembangan perumahan dan 

permukiman;  

 Tersusunnya rumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi 

pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman; 

 Tersusunnya rencana pembangunan perumahan; 

 Terumuskannya indikasi program pembangunan perumahan; dan  

 Terbangunnya koordinasi diantara para stakeholder melalui 

sinkronisasi program pembangunan perumahan.. 

d. Profil Provinsi Aceh 

 Provinsi Aceh terletak antara 01o58’37,2”-06o04’33,6” Lintang Utara 

dan 94o57’57,6”-98o17’13,2” Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 

125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2022 Provinsi Aceh 

terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, 290 kecamatan, 6.515 

gampong atau desa.  

 Jumlah Penduduk Aceh Pada Tahun 2022 lebih kurang 5.407.800 

Jiwa. Jumlah Kepala Keluarga 1.581.816,00 Jiwa (Tahun 2021). 

 Proyeksi Penduduk Tahun 2043, dengan pertumbuhan 1,37% maka 

Aceh memiliki jumlah penduduk ±7.256.709 Jiwa. Dengan proporsi 1 

KK 4 Orang maka proyeksi jumlah KK di Aceh Tahun 2023 

±1.814.177 Jiwa. 

 Berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023, laju 

pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 hingga tahun 2022 

sebesar 1,37% dengan kepadatan penduduk sebesar 93 jiwa/km2.  

 Jika dilihat menurut kabupaten/kota, jumlah penduduk terbanyak di 

Provinsi Aceh berada di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 614,6 ribu 

jiwa atau 11,37% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan 

kepadatan penduduk sebesar 190 jiwa/km2, sedangkan jumlah 

penduduk terendah berada di Kota Sabang sebanyak 43,2 ribu jiwa 

atau 0,8% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan 

kepadatan penduduk sebesar 282 jiwa/km2. 



 Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Aceh keadaan Februari 2023 

sebesar 3.991.532 jiwa meningkat sekitar 72 ribu jiwa jika 

dibandingkan dengan Februari 2022 dan naik sebesar 7 jiwa jika 

dibandingkan dengan Februari 2021. 

 Kondisi tingkat kemiskinan masih berada di atas rata-rata Nasional 

kecuali Kota Banda Aceh yang berada di bawah rata-rata Aceh dan 

Nasional. Persentase kemiskinan Kota Banda Aceh pada tahun 2013 

sebesar 8,03 persen dan menjadi 7.13 persen pada tahun 2022. 

Sedangkan Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi 

adalah Kabupaten Singkil pada tahun 2013 sebesar 18.73 persen 

dan menjadi 19,18 persen pada tahun 2022.  

 Jumlah penduduk Miskin per 2022 menurut Portal P3KE, ±2.541.677 

jiwa, terbanyak di Kab_Aceh Utara ±11,31% dan Kab_Pidie 

±10,64%. 

e. Arahan Kebijakan Pembangunan Sektor PKP 

 RPJPN 2005-2025: Terpenuhinya kebutuhan hunian yang didukung 

oleh Prasarana dan Sarana, serta dukungan pembiayaan 

perumahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembiayaan secara 

berkelanjutan, akuntabel demi terwujudnya Permukinan Tanpa 

Kumuh. 

 RPJMN 2020-2024:  

Meningkatkan Akses Masyarakat Secara Bertahap Terhadap 

Perumahan dan Permukiman Layak, aman dan Terjangkau. 

Pendekatan melalui strategi: (a) Demand Side; (b) Supply Side; (c) 

Enabling  Environment. 

Pengembangan Kawasan Perkotaan: Pengembangan kawasan 

perkotaan di Wilayah sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau 

Sumatera (Kota Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe). 

Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat 

pertumbuhan wilayah. 

Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan 

Menjamin Pemerataan (Provinsi Aceh); (a) Pembangunan Rumah 

Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN; (b) SPALD-T Skala 



Permukiman; (c) Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota 

(TPA) (Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota 

Langsa); (d) Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis 

Masyarakat (TPS3R) Kota Lhokseumawe. 

 SDGs (11.1): Target akhir, memastikan akses seluruh lapisan 

masyarakat terhadap rumah layak hunni, aman serta terjangkau 

disertai meningkatnya kualitas permukiman kumuh. 

 RPA 2023 – 2026: Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan 

infrastruktur Kawasan permukiman, Gedung, Kawasan strategis dan 

Rumah Layak Huni (53,91%); Persentase rumah tangga dengan 

akses air minum layak (88,8%); Persentase rumah tangga dengan 

akses sanitasi layak (80%). 

 Kebijakan Tata Ruang: 

Pusat Kegiatan Nasional (PKN): meliputi kawasan perkotaan Banda 

Aceh 

Pusat Kegiatan Wilayah )PKW): meliputi Kota Langsa, Bireuen, 

Takengon, Meulaboh, Blang Pidie, dan Subulussalam 

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (KPSN): meliputi Sabang, 

Lhokseumawe dan Aceh Utara 

Pusat Kegiatan Lokal (PKL): meliputi Jantho, Sigli, Meureudu, 

Lhoksukon, Kuala Simpang, Idi Rayeuk, Calang, Suka Makmur, 

Tapak Tuan, Redelong, Kutacane, Blangkejeren dan Sinabang. 

 Rasio Terhadap Tutupan Lahan (50%) Maka Aceh masih dalam 

Kategori Rendah. Potensial Lahan: 2.252.029 ha. 

 

3. Sesi 3 – Diskusi Panel 

a. Ibu Dr. Ir. Dyah Erti Idawati, MT, Perwakilan Akademisi Bidang 

Perumahan dan Permukiman Universitas Syiah Kuala Banda Aceh: 

 Perlu diperhatikan landuse 

 Perlu penyesuaian/sinkronisasi terhadap RTRW Aceh 

 Perencaaan yang dilakukan perlu diperkuat oleh Mitigasi dan 

adaptasi terhadap bencana 



 Wilayah pengembangan permukiman yang berada di kawasan 

rawan bencana dipertimbangkan keamanannya 

 Hasil akhir RP3KP nantinya harus diupdate sesuai dengan RTRW: 

b. Bapak Mursal dari DPD REI Aceh 

 Pengembang memerlukan data xona perencanaan permukiman; 

 Untuk perencanan kebutuhan rumah perlu di tinjau supply dan 

Deman Perumahan. 

c. Marlina, DPD Apersi;  

 Mohon bantuan Pemerintah Aceh untuk dapat mengeluarkan lahan 

tidak produktif menjadi lahan yang bisa dikembang untuk 

perumahan; 

 Pada kawasan Industri perlu direncanakan untuk menyediakan 

perumahan karyawan. 

 Bantuan PSU untuk rumah komersil perlu perhatian juga dari 

pemerintah Aceh, sehingga dapat dibantumelalui  APBA.  

d. Irfandi, BP2P S1. 

 Penyusunan sesuai dengan Pedoman Penyusunan (Permen 

12/2014 dan SE 06/2022); 

 Penyesuaian terhadap penggunaan eksisting; 

 Perhatikan SPM terhadap Perumahan dan Permukiman; 

 Luasan administrasi disesuaikan dengan RTRW Aceh; 

 Penyediaan perumahan dengan konsep Mandiri. 

 Arah pengembangan perumahan dan permukiman sesuai dengan 

rencana PSU Regional. 

 Penyebaran rumah tidak layak huni dan kemiskinan ekstrim P3KE. 

 . 

e. Syafrina, Bidang PLP Dinas Perkim Aceh 

 RP3KP Provinsi harus menggambarkan karakteristik daerah/tipologi 

permukiman 

 Lahan produktif harus tetap dipertahankan untuk ketahanan pangan. 

 Harus menyinkronkan antara perumahan, PSU dan sanitasi, 

sehingga sumber air bersih dapat terus terjaga dan limbah rumah 

tangga dapat terlayani. 



 Perlu adanya permodelan rumah sehat dan sanitasi yang baik 

f. Bayu, BKKBN. 

 BKKBN memiliki data RTLH yang detail, sampai BNBA 

 BKKBN mengharapkan dilakukan koordinasi pengembangan atas 

penggunaan  data yang diberikan; 

 BKKBN telah berkoordinasi mengenai data kemiskinan, luasan 

wilayah kabupaten. 

g. Ibu Eka, Bidang Program, Perkim Aceh 

 Tinjauan (Keterpaduan, Keberlajutan, Proporsional, dan ke lainnya) 

 Harap di cek kembali jumlah Penduduk miskin terupdate. 

 Skala peta 1: 50.000. 

h. Ibu Ina, Biro Adm. Pembangungan Setda Aceh 

Mohon digambarkan target yang diamanahkan dalam RPA terhadap 

tahun terkini.  

i. Agus, Kepala Bidang Perkim Aceh 

Kegiatan Penyusunan dokumen RP3KP ini harus disesuaikan dengan 

waktu pelaksanaan (Kontrak) 

j. Ibu Uya, BPPW 

 Perbaiki data kawasan kumuh dengan kondisi pemuktahiran 

Kawasan Kumuh yang terbaru; 

 Kondisi saat ini luasan kawasan kumuh di Aceh ±8.000 ha 
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